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Pembimbing : Iradhat Taqwa Sihidi, S.IP., MA. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang dalam menangani pelanggaran 

Pemilu 2024. Fokus utama adalah mengkaji bagaimana Bawaslu menjalankan 

perannya dalam aspek rule-application (penerapan pengawasan) dan rule-

adjudication (penindakan pelanggaran) berdasarkan data dan prosedur yang ada. 

Studi ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang, melalui 

Gakkumdu, telah efektif dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memproses 

dugaan pelanggaran. Mekanisme penanganan melibatkan alur terstruktur mulai dari 

penerimaan laporan, pembahasan internal, hingga pelimpahan kasus untuk 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Koordinasi internal yang kuat antara 

Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, didukung oleh koordinasi eksternal dengan 

berbagai pemangku kepentingan, menjadi pilar utama dalam penegakan hukum 

Pemilu. Meskipun demikian, ditemukan kendala signifikan berupa keterbatasan 

anggaran dan ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur pembagian wilayah hukum 

di Kabupaten Malang, yang berdampak pada efisiensi operasional Gakkumdu. 

Sebagai kesimpulan, efektivitas tata kelola Bawaslu Kabupaten Malang 

dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2024 terbukti optimal dalam menjalankan 

fungsinya, namun memerlukan dukungan lebih lanjut terkait regulasi. Rekomendasi 

yang diajukan meliputi penambahan personel, penguatan kolaborasi antarlembaga, 

serta penyempurnaan kerangka regulasi untuk memastikan proses Pemilu yang 

lebih adil dan transparan di masa mendatang. 

Kata Kunci: Tata Kelola Bawaslu, Penanganan Pelanggaran, Pemilu 2024 
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Fitria Zida Zakiatus Syaidah, 202110050311103, Malang Regency Bawaslu 

Governance in Handling 2024 Election Violations, Supervisor : Iradhat Taqwa 

Sihidi, S.IP., MA. 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the governance of the Bawaslu (Election 

Supervisory Body) Kabupaten Malang in handling election violations during the 

2024 Elections. The primary focus is to examine how Bawaslu fulfills its role in 

terms of rule-application (supervisory enforcement) and rule-adjudication 

(violation prosecution) based on existing data and procedures. 

The research indicates that Bawaslu Kabupaten Malang, through 

Gakkumdu, has been effective in identifying, classifying, and processing alleged 

violations. The handling mechanism involves a structured flow, from receiving 

reports and internal Gakkumdu deliberations, to referring cases for investigation, 

prosecution, and trial. Strong internal coordination among Bawaslu, the Police, and 

the Prosecutor's Office, supported by external coordination with various 

stakeholders, serves as a fundamental pillar in election law enforcement. However, 

significant constraints were identified, including budget limitations and the absence 

of specific regulations governing judicial territorial divisions in Kabupaten Malang, 

which impact Gakkumdu's operational efficiency. 

In conclusion, the governance of Bawaslu Kabupaten Malang in handling 

2024 Election violations has proven effective in its functions but requires further 

support regulatory frameworks. Recommendations proposed include increasing 

augmenting personnel, strengthening inter-agency collaboration, and refining 

regulations to ensure a fairer and more transparent election process in the future. 

Keywords: Bawaslu Governance, Handling of Violations, 2024 Election 
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